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Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Uhdang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

|Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

JPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

J/Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaia mana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

|Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nonor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1605);

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi
Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
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12.|Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Tahun 2021 Nomor 389);

13. |Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Admmlstras1 Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

14.|Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 556);

15{Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

R

o

10.

11.

D:aerah adalah Kabupaten Bombana;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
BLpati adalah Bupati Bombana;

Sekretarlat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Bombana,

S<|ekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;

Pgl:rangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga dan Pemerintah
D'a.erah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

Ir}spektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Bombana;

. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bombana;

Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bombana;

Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah
pe|1da Inspektorat Kabupaten Bombana, yang terdiri dari Inspektur
Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur
Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV dan
Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan
Investlgatlf

J abatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
d|an tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
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12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi

fqng31 dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan;

13.d ébétan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab

mengendahkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh
pejabat pelaksana

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan diwadahi dalam
bentuk Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
‘diklasiﬁkasikan atas tipe A.

Penentuan tipe Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan
pengawasan.

enentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi /
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Pasal 5

(1) Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana
irusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Inspektorat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Inspektur Daerah
f‘(abupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
l.angsung kepada Bupati dan berkoordinasi kepada Sekretaris
Daerah.

Pasal 6

Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati
Mer{lbina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjad1 kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat
daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. plerumusan kebijakan tekhnis bidangpengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

C. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupat1

d. penyusunan laporan hasil pengawasan,

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;

f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana memiliki
kewenangan sebagai berikut :

a. memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh informasi,
sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang
dlperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan
1ntern Kabupaten Bombana;

b. memlnta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

c. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Bombana
|erta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan
intern;

d. menerapkan teknik-teknik yang/diperlukan untuk memenuhi

tujuan pengawasan intern; dan




€.

(1)

(2)

(3)

(4)
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meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang
diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal
K:abupaten Bombana dalam rangka pelaksanaan fungsi
pengawasan intern.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana,
erdiri atas :

Inspektur;

Sekretaris;

Inspektur Pembantu;

Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

“R—o—E TP

nspektur Pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c
erdiri dari :

et

Inspektur Pembantu Wilayah I;

.. Inspektur Pembantu Wilayah II;
Inspektur Pembantu Wilayah III;

. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan

oo 0T P

.. Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan
Investigatif.

gagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten
ombana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

Inspektur Pembantu membawahi beberapa wilayah kerja

péngawasan Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa/
Kelurahan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 10

Inspektur mempunyai tugas :

perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati;








































